BAB Il

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN
HIPOTESIS

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Sebelum membuat makalah/skripsi ini penulis menemuBurnal, agar
penelitian ini lebih jelas arah dan tujuannya damybs dapat memperoleh

gambaran tentang penelitian yang akan peulis lakuka

Penelitian yang dilakukan oleh Christian Kaindetndl Riset Ekonomi,
Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang berjudul “Wems Varians dan
Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah KotanditVol 1, No 03
(2013).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeitdi@sarnya nilai Varians dan
pertembuhan belanja daerah. Metode penelitan yamghakan adalah metode
analisis deskriptif. Data yang digunakan berupa daimer yang didapat dari
Pemerintah Kota Bitung. Dari hasil penelitian pddiaas Pengelola Keuangan
dan Barang Pemerintah Kota Bitung dapat disimpulkamwa penyusunan
anggaran baik, tapi penggunaan anggaran masih &kuegektif, dilihat dari
Realisasi Bekanja lebih kecil dari Anggaran Beladgm Pertumbuhan Belanja
dari Pemerintah Kota Bitung dari tahun ketahun raéagi kenaikan, alasan

kenaikan belanja daerah biasanya dikaitkan dengarbphan kurs Rupiah.

Penelitian yang dilakukan oleh Jessy Christine Maval, Jurnal Riset
Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yanguskr “Pendapatan Daerah
Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Pada Pemeimntalinsi Sulawesi Utara”
Vol 1, No 4 (2013). Tujuan penelitian ini, adalahtuk mengetahui pengaruh
pendapatan daerah terhadap belanja modal. Objeiteemini yakni Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunalktaia kualitatif berupa
gambaran umum profil Provinsi Sulawesi Utara, daatadkuantitatif berupa
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belapjeifhtah Provinsi
Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakanafdahalisis regresi linear

sederhana. Hasil penelitian diketahui bahwa penrdapdaerah berpengaruh
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signifikan terhadap belanja modal diPemerintahvifgd Sulawesi Utara. Karena
apabila pendapatan daerah meningkat, maka akami di&ngan meningkatnya
belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Mirki Vici S, Tenddarjanto Sabijono,
Victorina Z. Tirayoh, Jurnal Riset Ekonomi, Managm Bisnis dan Akuntansi,
yang berjudul “Analisis Realisasi Anggaran Belabjaerah Pemerintah Kota
Manado T.A 2010-2012” Vol 2, No.1 (2014). Tujuamepktan ini adalah untuk
menganalisis belanja daerah pada pemerintah kotedoa menyusun anggaran
belanja daerah diusulkan dan harus ada persetiaanDPRD. Selanjutnya
dibuat pertanggung jawaban dalam laporan realisaggaran. Metode yang
digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatityalengan mempelajari belanja
daerah yang diterapkan membandingkan dengan tewori lideratur lainnya.
Pemerintah Kota Manado melalui Badan Pengelolaaarigan dan Barang Milik
Daerah (BPK-BMD) membuat laporan anggaran belaagrah dan di tuliskan
dalam catatan atas laporan keuangan. Hasil pemehtienunjukkan tidak terjadi
penurunan atau kenaikkan yang signifikan, khususpgda belanja bantuan
sosial, belanja hibah, dan belanja ifrastruktulgnadan irigasi. Surplus karena
anggaran yang diterima lebih besar dari pada aaggealisasi. Sebaiknya kepala
daerah meningkatkan efektifitas dari realisasi argg belanja daerah sehingga

dapat menigkatkan kinerja keuangan daerah yandpthkea.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Melati Simbottan Novi Budiarso,
Jurnal Riset Ekonomis, Manajemen, Bisnis dan Akusitayang berjudul
“Analisis Pencacatan dan Penyajian Belanja ModalaPiantor Regional Xl
Badan Kepegawaian Negara Manado” Vol 4, No 1 (20IL6juan dari penelitian
ini adalah bagaimanakah Kantor Regional XI BKN Mamalalam melakukan
pencatatan dan penyajian belanja modal denganaiaik tidak (sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 damePelagri No. 64 Tahun
2013). Metode yang digunakan adalah metode dekrigeénggunakan sumber
data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwatét Regional XI BKN
Manado telah melaksanakan standar akuntansi pdateaim berdasarkan PP No.

71 Tahun 2010 serta Permendagri No. 64 Tahun 26h8artg Pengelolaan
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Keuangan Negara/Daerah yang disertai dengan panyakumulasi penyusutan

dalam pelaporannya.

Penelitian yang diakukan oleh Christover, Lantudajambey, Anneke,
Wangkar, Jurnal Emba yang berjudul “Analisis Efelkdis dan Efisiensi Realisasi
Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsis Sulaw#ara” Vol 5, No. 2
(2017). Tujuan penelitian ini untuk menganalishinggaran belanja Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara periode 202815 apakah telah efektif
dan efisien. Metode analisis yang digunakaandapenelitian ini adalah
deskriptif kuantitatif dengan perhitungan petngan efektivitas dan efisiensi.
Hasil penelitian untuk tingkat efektivitas padahun 2013 berada pada
kategori cukup efektif . Tingkat efektivitashtam 2014 dan 2015 berada
pada kategori efektif. Perbedaan tingkat edékts 2013 dengan 2014 dan
2015 disebabkan adanya program yang tidakalitasikan dan program-
program lain yang tidak direalisasikan secaptimal. Hasil penelitian untuk
tingkat efisiensi pada tahun 2013 — 2015 berpdda kategori sangat efisien.
Pengalokasian anggaran belanja tahun 2013 Ibbsar dibandingkan tahun
2014 dan 2015. Ini dikarenakan adanya pengedmaang/jasa dan belanja
modal baru pada tahun 2013 tersebut, sehimpga tahun 2014 dan 2015
sudah tidak perlu pengadaan barang/jasa étanja modal yang baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Valentine MavrodinG,DVasile llie
Bucharest.Dari University of Economic Studies, Roma’ang berjudul
“Theoretical and Applied Economics”, Hal.111-12®IV21.No. 6 (2014).Tujuan
dari penelitan ini adalah untuk Meneliti tentang&apat mengenai evaluasi aset
pemerintah.Meski setelah langkah awal ditempuh kurmmengubah prosedur
akuntansi, pemerintah masih mengetahui dengan lmikak hal yang enggan
terkait dengan evaluasi aset tetap, masalah karaegdn teknis.Kebutuhan yang
harus dilakukan untuk mencapai perbaikan dalanersisitkuntansi pemerintah
jelas, karena alasan-alasan yang diberikan olelerikglgan multidimensional
(sosial, ekonomi, tingkat kecepatan dan sebagaidge)domain yang didekati,
dan perubahan skala besar tidak dapat dihindaaindalaktu yang lebih singkat
atau lebih.periode yang lebih besar. Mencapai desidm akhir - yang
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mendapatkan "pandangan benar dan adil tentangkasedjiban, posisi keuangan
dan kinerja ekonomi", transparan, dengan tingkahpgarabilitas yang tinggi -

secara otomatis akan mengarah pada penciptaanyaf@ sangat berguna
berdasarkan mana akan dijelaskan secara konsistbadai aspek realitas sosio-

ekonomi atau regional internal

Penelitian yang dilakukan oleh Benjamin Klein, KKeiB. Leffler. Dari
University of Chicago dalam Journal Of PoliticaldBomy, yang berjudul “The
Role Of Market Forces in Assuring Contractual Penfance”, Vol. 89, No. 4
(1981). Tujuan penelitian ini adalah  Kondisi diraartransactor dapat
menggunakan mekanisme pemindahan kontrak (repecitgse) pasar diperiksa.
Meningkatnya harga menjadi sarana untuk menjammerja kontrak. Kondisi
yang diperlukan dan memadai untuk kinerja adalanya harga yang cukup di
atas biaya produksi yang dapat diselamatkan sehimpggusahaan yang tidak
berkinerja tersebut kehilangan potongan harga gada penjualan di masa depan
yang lebih besar daripada kenaikan kekayaan dadrjki yang tidak baik. Ini
umumnya akan menyiratkan harga pasar lebih besdpada harga yang
kompetitif sempurna dan merasionalisasi investadapaset spesifik perusahaan.

Oleh karena itu, investasi periklanan menjadi iathk positif dari kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Jeremy C. Stein paninal of Economics,
yang berjudul “Efficient Capital Masrkets, Inefieit Firm A Model of Myopic
Corporate Behavior”, Vol. 104, No. 4 (1989). Tujudari penelitian ini adalah
untuk mengembangkan model perilaku manajerial ytdgk efisien dalam
menghadapi pasar saham yang rasional.Dalam upay& orenyesatkan pasar
mengenai nilai perusahaan mereka, para manajernggailkan investasi yang
baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan sa&talam ekuilibrium, pasar
efisien dan tidak tertipu: dengan tepat mendugawhalakan ada inflasi
pendapatan, dan menyesuaikannya dalam membuat pkdaim Meskipun
demikian, para manajer, yang menganggap dugaarr pabagai fixed, terus
berperilaku secara mikroskopis. Model ini berguakach menilai bukti yang telah
dipresentasikan dalam debat "miopia". Ini juga nesikan beberapa implikasi

baru mengenai struktur perusahaan dan batasagaster
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2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Hidayat (1986) menyatakakan pengertian tisfigks adalah
suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh t&igetit{tas,kualitas dan waktu)
telah tercapai. Dimana makin besar presentaset tgpage dicapai, makin tinggi
efektivitasnya. Efektivitas bisa juga diartikan aghi pengukuran keberhasilan
dalam pencapaian tujuan-tujuan yang ditentukaialsefektivitas selalu dalam
bentuk perbandingan dan tidak pernah digunakan kumanilaian yang

mempunyai pengertiaabsol ute.

Efektivitas dalam hubungannya dengan belanja maldal aset tetap
diharapkan agar sistem dan prosedur anggaran ddisase belanja modal bisa
berjalan dan berlangsung dengan baik, sehingga Hmasitign penerimaan

presentase yang tinggi.

2.2.2 Sistem Akuntansi Pemerintahan Indonesia

Sujarweni, (2015:40) menyatakan ruang lingkup sisteakuntansi
pemerintahan di Indonesia adalah pemerintah pda&tr hal ini adalah lembaga
tinggi Negara dan lembaga eksekutif) serta penarimtaerah yang mendapat
dana dari APBN (terkait dengan dana dekonsenteasiddna tugas pembantuan).
Oleh karena itu, sistem akuntansi pemerintah Insiangdak dapat diterapkan
untuk lingkungan pemerintah daerah (yang menggunakBBD), lembaga
keuangan Negara, serta BUMN/BUMD. Sistem akuntpesierintahan Indonesia
berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 pasal 1 merupakghkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemenufgitk mewujudkan fungsi
akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengatapgran keuangan
dilingkungan organisasi pemerintah. Dengan demikisistem akuntansi
pemerintah adalah sistem pencatatan yang dapat hasitlgin informasi

keuangan untuk tujuan intern pemerintah bahkankumifuan luar organisasi.

STIE Indonesia



10

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerjaupakan entitas
akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan petaratatas transaksi-
transaksi pendapatan, belanja, aset dan selairydag terjadi di lingkungan
stauan kerja (Tanjung 2009:2).Satuan kerja iniiieaths dua jenis (Surat Edaran
No. 900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan ProsPéunatausahaan dan

Akuntansi, Pelaporan, Pertanggungjawaban Keuanganal), yaitu :
A. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (PermendagripANd.ahun 2013
(pasal 24 sampai dengan pasal 258) mengatur prosgdmtansi penerimaan
kas,dan asset pada SKPD yang meliputi serangkai@se$ mulai pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangag Yerkaitan dengan
penerimaan kas, pengeluaran kas, dan atas perplediaeliharaan, rehabilitasi,
perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap asssthp Yyang
dikuasai/digunakan SKPD dalam rangka pertangguragyaw pelaksanaan ABPD
yang dapat dilakukan secara manual atau dengan gueakan aplikasi
komputer. Secara umum sistem akuntansi pada SKRat dhjelaskan secara

singkat sebagai berikut:
1) Akuntansi Pendapatan

Dalam PP No. 71 Tahun 2010, menyatakan akuntansidgpatan
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengambokukan penerimaan
bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. Untuk caéat pendapatan dalam
buku jurnal setelah menerima dokumen sumber daddigara penerimaan berupa

SPJ penerimaan dan lampirannya.
2) Akuntansi Belanja

Dalam PP No. 71 Tahun 2010, akuntansi belanja hd&mua pengeluaran
dari rekening kas umum Negara/Daerah yang menguedagtas dana lancar
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yangk takan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah. Akuntariainfge pada SKPD meliputi
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Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambaharg J&b), dan Langsung
(LS).

3) Akuntansi Asset Tetap

Prosedur akuntansi asset pada SKPD meliputi pegacatan pelaporan
akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilpasubahan klasifikasi, dan
penyusutan terhadap asset tetap yang dikuasaiakgunSKPD. Asset tetap
sesuai dengan karakteristiknya Permendagri No. difuif 2007 menyebutkan
secara spesifik pengertian dari asset tetap, naswoara umum hampir semua
nomenklatur asset diberi barang milik daerah demtgdenisi semua barang yang
dibeli ataudiperoleh atas beban anggaran pendafdatabelanja daerah (APBD)
atau perolehan lainya yang sah, Yusuf (2009:57).

Berdasarkan UU. No. 17 Tahun 2003, Tugas SKPD aidar :

1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerahg yan
dipimpinnya;

2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

3. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat dagaalg

dipimpinnya;
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi targguawab

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadggung

jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinny

~

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satesja k

perangkat daerah yang dipimpinnya.

Yusuf (2011;1) menyatakan laporan keuangan pena¢ridaerah (LKPD)
adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah d&ejaddastakeholder yang

didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yangootuhkan keuangan,
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termasuk komponen aset yang tercermin dalam nefaesah di mana setiap

tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaaraeagg
Laporan keuangan SKPD (LKPD) terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran
2.  Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

B. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indongsraor 58 Tahun
2005 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selgajuwisingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangantdgaray mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagdahara umum daerah.
PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaarankein

daerah;
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan PerubahaDAPB

3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yahgditdtapkan

dengan Peraturan Daerah;
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerabh;

5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa ygingpahkan

oleh kepala daerah.
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PPKD selaku BUD berwenang:

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA-SKPD;

3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,;

4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem paaan dan

pengeluaran kas daerah;
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaram AfREh

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang télatjuk;

7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan mdala

pelaksanaan APBD;
8. Menyimpan uang daerabh;
9. Menetapkan SPD;

10. Melaksanakan penempatan uang daerah dan

mengelola/menatausahakan investasi;

11. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejsragguna

anggaran atas beban rekening kas umum daerah,;

12. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian gamitas

nama pemerintah daerah;
13. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pentedatxah;

14. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerahkolaa

penagihan piutang daerah;
15. elaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuaagaah;

16. Menyajikan informasi keuangan daerah;
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17. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaana sert

penghapusan barang milik daerah.

PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksingana aset, utang,
dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaanpedntungannya. PPKD

menyusun laporan keuangan pemerintah daerah tdediri
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2.  Neraca;
3. Laporan Arus Kas; dan
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayatig@¥un dan
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ten@tandar Akuntansi

Pemerintahan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada aydtlg®)piri dengan
laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan kgaam badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimanadilichpada ayat (3)

disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaiman&slichpada ayat (4)
disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka némggrtanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

2.2.3 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaaBrah

PP No.17 Tahun 2003 Bab Il APBD merupakan wujudhgedolaan
keuangan Negara yang ditetapkan tiap tahun dengaang-undang. APBD
terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran beldaja, pembiayaan. APBD

disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraaeripeth Negara dan
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kemampuan dalam menghimpun pendapatan Negara. fem@yu rancangan
APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berpedompadk rencana kerja
pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainyaamujbernegara. APBN

terdiri sebagai berikut:
A. Anggaran pendapatan, terdiri atas:

a) Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi pajak daeralrjbusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, darripeae lain-

lain.

b) Dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasilna@alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.

c) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana Hib#,) aana

Darurat.

B. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperpeamyelenggaraan tugas

pemerintah daerah.

C. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang pdrayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik patart anggaran yang

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

2.2.4 Anggaran Daerah

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan sdita@kan
pemerintah, meliputi rencana pendapatan, belagasfer, dan pembiayaan yang
diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurasifikasi tertentu secara
sistematis untuk satu periode (Afifah, 2009;12).nMit Nordiawan, Putra, &
Rahmawati (2008;78), anggaran dapat juga dikatakabagai pernyataan
mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selperiode waktu tertentu

dalam ukuran finansial.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menuruiaBastdra (2006,
:189) adalah rencana kerja pemerintah daerah db&rtuk satuan uang untuk

kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujeanjahteraan publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat éttang
Pemerintahan Daerah “Anggaran Pendapatan dan Bel&ggara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuatafamnan Pemerintah Pusat

yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat e#arg
Pemerintahan Daerah “Anggaran Pendapatan dan Bel®@derah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangaomnan Daerah yang

ditetapkan dengan Perda”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang AnggBeardapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 Pasal 1 ayatehetapkan bahwa
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seigaj disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan ryegeyaisetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat”.

Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukanadianmendatang.
Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paketypgaan perkiraan penerimaan
dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi datmatau beberapa periode
mendatang(Bastian, 2006:163). Anggaran daerahladateana kerja pemerintah
daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu pertedentu (satu tahun)
(Mardiasmo, 2004:9).

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:99-100), strukhggaran daerah

merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
1) Pendapatan Daerah,
2) Belanja Daerah,

3) Pembiayaan.
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Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaaahdmerupakan
struktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeélienana struktur tersebut
diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah ys@guai dengan peraturan
perundangan, struktur tersebut dijelaskan MunisrDeDjuanda, dkk (2004;112)

sebagai berikut:
A. Pendapatan Daerabh:

Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahgarangtertentu yang
menjadi hak daerah, merupakan pendapatan daeratbeBypenerimaan daerah

terdiri dari:
a. Pendapatan asli daerah (PAD);

b. Dana perimbangan;

o

Pinjaman daerah, dan
d. Lain-lain pendapatan yang sah.
B. Belanja Daerah:

Semua pengeluaran kas daerah dalam periode tatientteyang menjadi

beban daerah. Elemen-elemen belanja daerah teadiiri
a. Belanja langsung dan
b. Belanja tidak langsung.
C. Pembiayaan Daerah:

Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali danfsageluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggararg y@@rsangkutan maupun
pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daeediputh segala transaksi
keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkaplusu Adanya surplus
maka diutamakan untuk pembayaran pokok utang. Agadefisit, maka

ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tertsebu
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Pendapatan daerah adalah semua penerimaan dadsah mkriode satu
tahun anggaran yang menjadi hak daerah.Belanjaallaedalah semua
pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yaagjadn beban
daerah.Pembiayaan adalah transaksi keuangan dg@mghdimaksudkan untuk
menutup selisih antara pendapatan daerah dan &elagyah.Pengeluaran daerah
(belanja daerah) diklasifikasikan menurut urusamgréntahan, fungsi, organisasi

dan kelompok belanja.

2.2.5 Belanja Daerah

2.2.5.1 Pengertian Belanja Daerah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf dlahd “semua
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daeraly yaengurangi saldo
Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran beksiéeny yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintahédaSgkan menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@&@tang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahhdddizgan Permendagri
Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengatuReraVenteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ketBelanja Daerah
didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daeraimgydiakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belaejalapat dalam laporan realisasi
anggaran, karena dalam penyusunan laporan realiaagigaran masih

menggunakan basis kas.

Menurut IASC Framework (Halim, 2002 : 73), “Biaytaa belanja daerah
merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selanadpeakuntansi dalam
bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau tagadiutang yang mengakibatkan
berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitagate distribusi kepada para
peserta ekuitas dana”.
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Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelokenangan
Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemeria@inah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat &hewapkan
“Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah giakyi sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun angggaag bersangkutan”.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam PeraMeaeri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peage&ldeuangan Daerah
pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja dapahgunakan dalam rangka
mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang méejadnangan provinsi atau
kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, aruilihan dan urusan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentg gapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah dan pemerintah daeralaatar pemerintah daerah
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundarengad. Pendapatan Daerah
yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerahpmawari dana perimbangan

tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untukbizsiai Belanja Daerah.

2.2.5.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belagagydidasarkan pada
jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitassiKkasi belanja menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentamglat akuntansi pemerintah

untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:
1. Belanja Operasi.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran urgiatan sehari-hari
pemerintah pusat / daerah yang member manfaatgapgkdek. Belanja Operasi

meliputi:
1) Belanja pegawali,

2) Belanja barang,
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3) Bunga,
4)  Subsidi,
5) Hibah,

6) Bantuan sosial.
2. Belanja Modal.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuklgiean aset tetap
berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu plerakuntansi. Nilai aset tetap
dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bamgaset ditambah seluruh
belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangwsensampai aset tersebut

siap digunakan. Belanja Modal meliputi:

1) Belanja modal tanah,
2) Belanja modal peralatan dan mesin,
3) Belanja modal gedung dan bangunan,
4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
5) Belanja modal aset tetap lainnya,
6) Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)

3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga.

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalahgpluaran anggaran
untuk kegiatan yang sifatnya tida biasa dan tidddardpkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, deelpgran tidak terduga
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penggkraan kewenangan

pemerintah pusat/daerah.
4. Belanja Transfer.

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran data® pelaporan yang

lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendajperti pengeluaran dana
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perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupdteta/serta dana bagi hasil

dari kabupaten/kota ke desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NomorTaBun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Ndnbattun 2007 dan adanya

perubahan kedua dengan Peraturan Menteri DalamriNégeior 21 Tahun 2011

tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkanaden]

A. Belanja Langsung.

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggark&aitesecara langsung

dengan program dan kegiatan. Belanja Langsungiteati belanja:

a)
b)

c)

Belanja pegawai,
Belanja barang dan jasa,

Belanja modal.

B. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggaittak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatlomidok belanja tidak

langsung dibagi menurut jenis belanja yang tectri:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Belanja pegawai,
Belanja bunga,

Belanja subsidi,
Belanja hibah,

Belanja bantuan sosial,

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kata gemerintahan

desa.
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2.2.6 Penetapan Belanja Modal

2.2.6.1 Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), peragerbelanja modal
adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eetmkan modal yang
sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang regkam manfaat lebih dari
satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adadaigeluaran untuk biaya
pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan ataumiettamasa manfaat, serta

meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untulgiean aset tetap dan
aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dau patiode akuntansi.Belanja
modal sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Naéhdrahun 2006 Pasal
50 huruf ¢ digunakan untuk pengeluaran yang dilakukdalam rangka
pembelian/pengadaanatau pembangunan aset tetapjletryang mempunyai
nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untligunakan dalam kegiatan
pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peraldéan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asapteinnya. Pengukuran aset tetap

menurut PSAP BA 01 dapat dijelaskan sebagai berikut
1. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai kaoi.
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2008:PSAR)0fendefinisikan
belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untolepan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periakuntansi. Dari definisi di
atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adaalygluaran anggaran yang
dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang nsidatmenambah aset

tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih skt periode akuntansi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMROP21 Tentang

Klasifikasi Anggaran. Belanja Modal adalah Pengeloauntuk pembayaran
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perolehan asset dan/atau menambah nilai assetattaplainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan niteleltas minimal kapitalisasi
asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemrifalam pembukuan nilai
perolehan aset dihitung semua pendanaan yang bkarithingga asset tersebut
tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk bipgsasional panitia pengadaan

barang/jasa yang terkait dengan pengadaan askenhan.

2.2.6.2 Jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMROP21 Tentang

Klasifikasi Anggaran, Belanja modal dipergunakatulrantara lain:
1. Belanja modal tanah

Seluruh  pengeluaran  untuk  pengadaan/pembelian/  eizasan/
penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbuparataan, pematangan
tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengelysageluaran lain yang bersifat
administratif sehubungan dengan perolehan hak éarajiban atas tanah pada
saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai taesbebut siap

digunakan/dipakai.
2. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesindgmnakan dalam
pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembeli@ya pengangkutan, biaya
instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk meaigke dan mempersiapkan

sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan banguranaskontraktual
sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakgsutinbiaya pembelian
atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusaB, IMotaris, dan pajak
(kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untperencanaan dan

pengawasan yang terkait dengan perolehan gedunigagegunan.
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4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembataygsirdan jaringan
sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atayabkntruksi dan biaya-biaya
lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembataggasi dan jaringan tersebut siap
pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk pdreiman dan penggantian yang
meningkatkan masa manfaat, menambah nilai asetlidgas batas minimal nilai

kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jeaimg
5. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pemkemtmodal untuk
pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya ydal tiapatdiklasifikasikan
dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Ré&al dan Mesin, Gedung dan
Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-laiermasuk dalam belanja modal
ini: kontrak sewa bel{leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian
(art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untideum, serta
hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjaai@k dimaksudkan untuk
dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasaldmdbelanja modal ini
adalah belanja modal non fisik yang besaran jumkafantitasnya dapat

teridentifikasi dan terukur.
6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembeliayasg dipergunakan

dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.2.7 Aset Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP 07-1 efiemsikan aset
adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/adtailikil oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwva masa lalu dan danamaanfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperolek,dbeh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uarglasuk sumber daya
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nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jagarbasyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang diperlihara karena alagarab dan budaya.

Sementara itu, pengertian aset secara umum meS8uagar (2004: 178)
adalah barangtling) atau sesuatu baran@nything) yang mempunyai nilai
ekonomi économic value), nilai komersial ¢ommercial value) atau nilai tukar
(exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atauividd
(perorangan). lIstilah properti seringkali melekagngan istilah lain untuk
memberikan pengertian yang lebih jelas secara hulaitureal estate danreal
property dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda roeskiga juga
yang menyebutnya sebagaisinonim dalam lingkup rierteSelanjutnya,Real
estate is the physical land and appurtenances affixed to the land, e.g., structure.
Real estate bersifat tidak bergerakingmobile) dan berwujud téngibel), yang
termasuk dalam pengertian ini adalah tanah, senemaabyang secara alami
sebagai bagian dari tanah, seperti pepohonan dandaineral dan juga segala
sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti banguasingan dan lain

sebagainya.

Real property merupakan kumpulan atas berbagai macam hakntemest
yang ada dikarenakan kepemilikan atas sat@ah estate, meliputi hak untuk
menggunakan, menyewakan, memberikan kepada orangtiu tidak Properti
selain sebagai investasi, juga merupakan aseteRengaset adalah sesuatu yang
memiliki nilai. Real estate sebagai komponen utama dari aset daerah, oleh
pemerintah daerah selanjutnya harus dapat dim&afaatebagai aset yang
produktif dan berguna sehingga berdampak positdrdgembangunan ekonomi
daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam nesaeadan daerah aset dapat
menjadi modal bila dapat menghasilkan pendapatamud masih banyak daerah

yang belum menyadari peran dan potensi pengelalsetnsecara cermat.

Pengertian Asset atau Aset (dengan satu s) yaaly dihdonesiakan secara
umum adalah barangh{ng) atau sesuatu barangngthing) yang mempunyai
(Yusuf, 2010:28):

a. Nilai ekonomi géconomic value)
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b.  Nilai komersial commercial value) atau

c. Nilai tukar exchange value); yang dimiliki oleh instansi, organisasi,

badan usaha ataupun individu (perorangan).

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukuebdienda bergerak,
baik yang berwujudténgible) maupun yang tidak berwujudn{angible), yang
tercangkup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekaydsi suatu instansi,
organisasi, badan usaha atau individu perorangardaBarkan Undang-Undang
No.1 Tahun 2004 yang dimaksud Barang Milik Daerddlah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas bebab APBD atau bemaalperolehan lainnya yang

sah.

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi petakrdaerah. Dengan
mengelola aset daerah secara benar dan memadagrip@in daerah akan
mendapatkan sumber dana untuk pembiyaan pembanglindaerah. Dalam
mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus enfemtigan perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerin@aETyimpanan dan
penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfapemgamanan dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanga pembinaan,
pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan turgfatdi rugi. Keseluruhan
kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek pentingg y@ndapat dalam
manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencaretariuhan aset,
pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dampedierkait kebutuhan

aset bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan ayat (2) peratpeanerintah Nomor 6
Tahun 2006 menjelaskan bahwasanya Barang Milik NéDaerah meliputi
barang yang dibeli atau diperoleh atas badan APBBI[A; barang yang berasal
dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibauymbangan, dari
perjanjian/kontrak diperoleh dari ketentuan undandang atau barang yang
diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telamperoleh kekuatan

hukum tetap.
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2.2.7.1 Sumber Aset Daerah

Aset daerah atau Barang milik daerah diperoleh bekerepa sumber.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republikoimesia Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dageagan beberapa pasal

yaitu :

Pasal 3 meiputi :

a) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh daban APBD;
atau

b) Barang milik daerah yang berasal dari perolehamia yang sah.

Pasal 5 meliputi :

a) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh dieban APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dédgnglokumen
pengadaan.

b) Barang milik daerah yang berasal dari perolehamia yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, didgmglokumen
perolehan.

c) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada(ayatan ayat
(2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 6 meliputi :

Barang milik daerah yang berasal dari perolehannia yang sah,

meliputi:

a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atag sejenis;
b) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan daargier/kontrak;

c) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan paraparundang-

undangan;
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d) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengagiiag telah

mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

e) Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestdas penyertaan

modal pemerintah daerah.
Pasal 7 meliputi :

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan ataenisejsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah/surgha atau yang sejenis dari

negara/lembaga internasional sesuai peraturan geengrundangan.
Pasal8 meliputi :

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dariarpern/kontrak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b aaiarbdrasal dari:
a) Kontrak karya;
b) Kontrak bagi hasil;
c) Kontrak kerjasama;
d) Perjanjian dengan negara lain/lembaga internasidaal

e) Kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaham dal

penyediaan infrastruktur.

2.2.7.2 Manajemen Aset

Jika berbicara manajemen aset secara umum, kéh tetlepas dari siklus
pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaarsayapai penghapusan

barang tersebut, yang kalau diurut adalah sebagikuib:

1) Perencanaan P(anning); meliputi  penentuan  kebutuhan

(requirerment) dan penganggarannya (budgeting).
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2) PengadaanPfocurement): meliputi cara pelaksanaannya, standar

barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dagaaya.
3) Penyimpanan dan penyalurggiof age and Distribution)
4)  Pengendaliandontroling)
5) PemeliharaanMaintanance)
6) Pengamanartéfety)
7) Pemanfaatan penggunaaiil{ties)
8) Penghapusarbfsposal)
9) Inventarisasilfventarization)

Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yaalk tidpisahkan dari
Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengadminiatrasi
pembangunan daerah khususnya yang berkaitan denigamset, pemanfaatan
aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunanahjamaupun dalam

penyusunan prioritas dalam pembangunan.

2.2.7.3 Manajemen Aset Daerah

Pengertian mengenai Barang Milik Derah yang terlzatalah berdasarkan
Peraturan Mentri Dalam Negri No.17 Tahun 2007 Pasalalah sebagai berikut:

1. Barang Milik Daerah meliputi:
a) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban ARBD,
b) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

2. Barang yang sebagaimana yang dimaksud pada aydtu(lj b

meliputi:

a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atag sejenis
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b) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan daargier/kontrak
c) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undgiagi@ng, atau

d) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengagiiag telah

memperoleh ketentuan hukum tetap.

Pengelolaan barang milik daerah yaitu suatu pratsgam mengelola
kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang tipedari beban APBD atau
perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkéam kegiatan pemerintah
maupun masyarakat. Menurut Mardiasmo(2002:240) badtmlam melaksanakan

pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi belaspgla sebagai berikut :
a) Akuntabilitas hukum;
b)  Akuntabilitas proses;
c) Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional;
d) Anggaran;
e) Pegawasan.

Agar pelaksanaan pengelolaan barang milik daerphtdtilakukan dengan
baik dan benar maka pengelolaan barang milik datenrslebut harus memegang

teguh asas-asas sebagai berikut. (Panggabean3gp02:
a) Asas fungsional,
b) Asas kepastian hukum;
c) Asas transparansi;
d) Asas efisiensi;
e) Asas akuntabilitas;
f)  Asas kepastian nilai.

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan barkias azas.
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Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan damepahan
masalah dibidang pengelolaan barang milik daeramgya
dilaksanakan oleh kuasa penggunaan barang, peadsohng dan
Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggangb

masing-masing;

Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barandk miderah harus
dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan pEmgnd

undangan;

Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengeldasng milik
daerah harus transparan terhadap hak masyarakat damperoleh

informasi yang benar;

Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik dhafiarahkan agar
barang milik daerah digunakan sesuai batasan-lmatasandar
ketentuan yang diperlukan dalam rangka menunjang

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerietzdra optimal;

Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengalolbarang milik

daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepasizanafat;

Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barangkmierah harus
didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilaarf@rdalam
rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtangdmamang

milik daerah serta penyusunan neraca pemerintaialilae

2.2.8 Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia d&tord Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampir@8, |Pernyataan No. 7,

Paragraf 4. Aset tetap adalah aset berwujud yamgpueyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atawaksmndkan untuk digunakan,

dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oletyanakat umum.
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Menurut Standar Akuntasi Keuangan, Entitas Tanpanfdbilitas Publik
(SAK ETAP) BAB 15 (2009:68) paragraph 15.2:

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimilituk digunakan dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa, untektdlkan kepada pihak lain,
atau untuk tujuan administratif dan diharapkan alagunakan lebih dari satu
periode.

Menurut Mulyadi (2001:591) aset tetap adalah Kekayperusahaan yang
memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomi lebih idaatu tahun, dan
diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatamsgiean, bukan untuk

dijual kembali.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Muifa&2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran 1.08, \Reaan No. 7, Paragraf 5-6.

Menyebutkan :

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama pEseerintah, dan
karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Temkadalam aset tetap
pemerintah adalah aset tetap yang dimiliki olehitant pelaporan namun
dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instapemerintah lainnya,
universitas, dan kontraktor hak atas tanah tidakdsuk dalam definisi aset tetap
adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalaeragp pemerintah, seperti
bahan fnaterials) dan perlengkaparsuypplies).

2.2.8.1 Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia &tord Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampir@8, |Pernyataan No. 7,
Paragraf 7-14. Aset tetap diklasifikasikan berdemalkesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klassikaset tetap adalah sebagai
berikut:
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A. Tanah;

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialadht yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operalspemerintah dan dalam

kondisi siap dipakai.
B. Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan lkemdéermotor, alat
elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainggag nilainya signifikan dan

masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bularddkm kondisi siap pakai.
C. Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dagurizn yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiafgerasional pemerintah
dan dalam kondisi siap dipakai.

D. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, iifigasn jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atakudsai oleh pemerintah dan

dalam kondisi siap dipakai.
E. Aset Tetap Lainnya; dan

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidglatddikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional pemerintah dan dalam konidigidipakai.
F.  Konstruksi dalam Pengerjaan..

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetag wauang dalam

proses pembangunan namun pada tanggal laporangaubelum dicatat.
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2.2.8.2 Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi maganddapat diperoleh
dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk ddpkui sebagai aset tetap

harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
a) Berwujud;
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belasnbu
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi noremditas; dan
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digamak

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap memponaydaat lebih dari
12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus meniaifaat ekonomi masa depan
yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, Emlgsung maupun tidak
langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.fdariersebut dapat berupa
aliran pendapatan atau penghematan belanja bagrpgah. Manfaat ekonomi
masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapastidign bila entitas tersebut
akan menerima manfaat dan menerima risiko terKapastian ini biasanya hanya
tersedia jika manfaat dan risiko telah diterimaitagttersebut. Sebelum hal ini

terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah udigknakan oleh
pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalaypabukan dimaksudkan
untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andalasia tetap telah diterima atau

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada sagupeaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apahi@pat bukti bahwa
telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/gianguasaan secara hukum,
misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan d#&man bermotor. Apabila
perolehan aset tetap belum didukung dengan buktiraehukum dikarenakan
masih adanya suatu proses administrasi yang dikexruseperti pembelian tanah

yang masih harus diselesaikan proses jual beli aJaktlan sertifikat
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kepemilikannya di instansi berwenang, maka asaptetrsebut harus diakui pada
saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas asgettéesebut telah berpindah,

misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaarsattifikat tanah atas nama
pemilik sebelumnya. (Peraturan Pemerintah Repubtiknesia Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampi08, Pernyataan No. 7,

Paragraf 15-19).

2.2.8.3 Penyusutan Aset Tetap

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonegimmor
1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik NagBerupa Aset Tetap

pada Entitas Pemerintahan Pusat Pasal 1 menyehutkan

“Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetmmg selanjutnya
disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesudi@nsehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset”.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonegimmor
1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik NagBerupa Aset Tetap
pada Entitas Pemerintahan Pusat Pasal 2 Penyussegaietap dilakukan untuk:

a) Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuaigdenmanfaat

ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintat; pusa

b)  Mengetahui potensi BMNdengan memperkirakan sisaaNéenfaat
suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diplerdalam

beberapa tahun ke depan;

c) Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistemdais logis
dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau jdefaadal
untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang slidaliki.
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2.3 Hubungan Antar Variable

Pada Tahun 2006, Komite Standar Akuntansi Peméantanenerbitkan
Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapelanja Pemerintah.
Tujuan penerbitan Bultek Belanja tersebut adalatulurmenyikapi adanya
ketidaksesuaian dalam penganggaran dan pelaporaand@n pemerintahan,
antara lain pengeluaran untuk pembelian aset t#i@mygarkan dalam Belanja
Barang, pengeluaran untuk pemeliharaan rutin diawkge dalam Belanja Modal,
atau bantuan untuk masyarakat dianggarkan dalamanpelModal. Melalui
penerbitan Buletin Teknis 04, diharapkan adanyaesgsan penyusunan
anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporaras@ekdn Buletin Teknis 04
tersebut, diharapkan agar perolehan aset tetap wkag digunakan dalam

kegiatan pemerintahan dianggarkan dalam BelanjaaMod
Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belao@daMika:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolaeseintetap

atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah;

2.  Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal &l&gzisi aset tetap

atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemadyi dan

3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan udiuial atau

diserahkan ke masyarakat 20 atau pihak lainnya.

Dalam situasi yang ideal akan terdapat kesesuaitaraaBelanja Modal
sebagai akun anggaran dengan Aset Tetap sebagai fakansial. Namun
demikian, dalam hal terjadi kontradiksi antara akamggaran dengan akun
finansial, maka akuntansi akan menggunakan prissipstansi mengungguli

bentuk formal gubstance over form).

Walaupun sesuai Buletin Teknis Nomor 4 diharapkatara penganggaran
dan pelaporan keuangan selalu terdapat kesesuamaaggaran, namun dalam
praktek dapat terjadi ketidak sesuaian akun anggdemgan akun finansial .

Dalam hal ini, sesuai dengan Kerangka Konseptuahfdnsi Pemerintahan, pada
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prinsipnya pencatatan akuntansi menganut pringiptansi menggungguli bentuk

(substance over form).

Dalam praktik hubungan antar pemerintahan, dapgdieperolehan suatu
aset tetap dibiayai oleh 2 (dua) sumber yang berbadsalnya pembangunan
sekolah dibiayai olen APBN dan APBD. Apabila terjhdl tersebut, pihak mana

yang mencatat di neraca, dan berapa nilai yangatica

Pencatatan aset tetap di neraca tergantung padsuchpknggunaan pihak-
pihak yang membiayai kegiatan tersebut. Apabila gréertah pusat berniat
menyerahkan sekolah tersebut kepada pemerintahldaaaka pemerintah pusat
tidak mencatat aset tetap tersebut di neraca, idak tmenggangarkan dalam
belanja modal. Aset tetap atau gedung sekolah bgrsdicatat di neraca
pemerintah daerah. Nilai yang dicatat adalah sebeka yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah (APBD), ditambah dengan nilai MRPabila sudah ada serah
terima antara pemerintah pusat kepada pemerintematla (Sumber: Buletin
Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentakuntansi Aset Tetap

berbasis Akrual).
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2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui EfektgitBelanja Modal dan

Perolehan Aset Tetap terhadap Kontribusinya di Petaé Kabupaten Bekasi:

Gambar 2.4

EFEKTIVITAS BELANJA
MODAL

\ 4

KONTRIBUSI

A 4

PEROLEHAN ASET
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